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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 24 TAHUN 2011 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI 

KOTA PASURUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli 

sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu 

diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf 

a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Staf Ahli. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551);  

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890);   

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik 



 2 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389);  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3241); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA 

PASURUAN. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kota Pasuruan. 

b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

d. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan. 

e. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 

dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 

lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota  

Pasuruan. 

g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan. 
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h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. 

i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut dengan Sekretaris Dewan adalah 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. 

 

BAB   II 

PEMBENTUKAN 

Pasal  2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : 

a. Sekretariat Daerah;  

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

c. Staf Ahli. 

 

BAB   III 

SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal  3 

 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.  

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan  

bertanggung jawab kepada Walikota. 

 

Pasal 4 

 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban   

membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan 

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

 

Pasal 5 

 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagaimana  dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 

dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

 

(1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten. 

(2) Asisten  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 

  

Pasal 7  

 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a,  

terdiri dari : 

a. Bagian  Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi : 

1. Subbagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan dan 

Otonomi Daerah; 

2. Subbagian Ketentraman, Ketertiban,   

Penanggulangan Bencana dan Perlindungan 

Masyarakat; dan 

3. Subbagian Kependudukan dan Agraria. 

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 

Kemasyarakatan, membawahi : 

1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat; 

2. Subbagian Kemasyarakatan;dan 

3. Subbagian Keagamaan. 

c. Bagian Kerjasama, membawahi : 
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1. Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Evaluasi 

Kerjasama; 

2. Subbagian Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga; 

dan 

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana 

pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari : 

a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : 

1. Subbagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan 

Statistik; 

2. Subbagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan 

3. Subbagian Budaya dan Pariwisata. 

b. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam, membawahi : 

1. Subbagian Perkonomian; 

2. Subbagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan; 

3. Subbagian Lingkungan Hidup.  

c. Bagian  Pengelola  Data Elektronik, membawahi : 

1. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; 

2. Subbagian Teknis dan Pemeliharaan Jaringan; dan  

3. Subbagian Pelayanan Data. 

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana pada Pasal 6   

ayat (2) huruf c, terdiri dari : 

a. Bagian Organisasi, membawahi : 

1. Subbagian Kelembagaan dan Kinerja; 

2. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan 

Pelayanan Publik; dan   

3. Subbagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian. 

b. Bagian Hukum, membawahi : 

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 

2. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

dan 

3. Subbagian Dokumentasi Hukum. 

c. Bagian Umum, membawahi : 

1. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; 

2. Subbagian Rumah Tangga;  



 7 

3. Subbagian Administrasi Keuangan Sekretariat 

Daerah. 

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,  

membawahi : 

1. Subbagian Pemberitaan; 

2. Subbagian Dokumentasi; dan 

3. Subbagian Protokol. 

 

BAB  IV 

SEKRETARIAT DPRD 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal  8 

 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap 

DPRD.  

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan. 

(3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di  

bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD   

dan secara administratif bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 9 

 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

 

Pasal 10 

 

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada pasal 10 menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
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c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang   

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya.  

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 11 

 

(1) Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Bagian Umum, membawahi : 

1. Subbagian Tata Usaha;  

2. Subbagian Protokol;  

3. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 

b. Bagian  Keuangan, membawahi : 

1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 

2. Subbagian Penatausahaan Keuangan; 

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, 

membawahi : 

1. Subbagian Perundang-undangan dan Perpustakaan;  

2. Subbagian Persidangan dan Rapat; dan 

3. Subbagian Penyusunan Risalah dan Dokumentasi. 

 

BAB  V 

STAF AHLI 

Pasal 12 

 

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu   

staf ahli. 

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak 5 (lima) staf ahli. 

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari 

pegawai negeri sipil. 

(4) Tugas dan fungsi staf ahli Walikota ditetapkan oleh 

Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. 
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(5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 13 

 

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdiri 

dari : 

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. 

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan. 

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan. 

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya   

Manusia. 

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal  14 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit     

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar   

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta 

dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

(2) Penjabaran tatakerja masing-masing unit kerja perangkat 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan   

ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.   

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin 

dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 
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memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat     

pada waktunya. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan  

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepada  

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada   

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

(8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib 

mengadakan rapat berkala. 

 

BAB  VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal  15 

 

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat  

DPRD dan Staf Ahli sebagaimana tersebut dalam lampiran I   

dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal  16  

                                                                                                

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian 

diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal  17 

 

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli diatur 

dengan Peraturan Walikota. 
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BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  18 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan   

Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2008 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 19 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  

dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 

     Ditetapkan di Pasuruan 

     pada tanggal 2 Mei 2011 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 

H A S A N I 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 20 Desember 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN 

 

Ttd, 

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19600528 198403 1 005 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,  

NOMOR 18 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
  
  
 
 
    
  
  
 
   
 
  
 
 
 
  

 
 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

ttd. 

 

AMINUROKHMAN 

 

LAMPIRAN I :  PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
    NOMOR :    24 TAHUN 2011 

    TANGGAL :    2 Mei 2011 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 

 

H A S A N I 

 

 

WALIKOTA 

WAKIL WALIKOTA 

SEKRETARIS DERAH 

ASISTEN  

PEMERINTAHAN & 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

STAF AHLI 

ASISTEN  

PEREKONOMIAN & 

PEMBANGUNAN 

ASISTEN  

ADMINISTRASI 

UMUM 

SUBBAGIAN 

PENGAWASAN, 

TUGAS PEMBAN-

TUAN, & OTO-

NOMI DAERAH 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEMERINTA-

HAN UMUM 

 

SUBBAGIAN 

KEPENDUDUK-

AN & AGRARIA  

SUBBAGIAN 

TRANTIB, 

PENANGGULA-

NGAN BENCANA 

& LINMAS 

SUBBAGIAN 

KESEJAHTERA-

AN RAKYAT 

BAGIAN 

ADM  KESRA & 

KEMASYARA-

KATAN 

SUBBAGIAN 

KEAGAMAAN 

SUBBAGIAN 

KEMASYARA-

KATAN 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, 

LITBANG & 

STATISTIK 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEMBANGU-

NAN 

SUBBAGIAN 

BUDAYA & 

PARIWISATA 

SUBBAGIAN 

PERHUBUNGAN 

& PEKERJAAN 

UMUM 

SUBBAGIAN 

PENGUMPULAN 

& PENGOLAHAN 

DATA 

BAGIAN 

PENGELOLA 

DATA 

ELEKTRONIK 

 

SUBBAGIAN 

PELAYANAN 

DATA 

SUBBAGIAN 

TEKNIS & 

PEMELIHARA-

AN JARINGAN 

SUBBAGIAN 

KERJASAMA 

ANTAR DAERAH 

& EVALUASI 

KERJASAMA 

BAGIAN 

KERJASAMA 

SUBBAGIAN 

KERJASAMA 

LUAR NEGERI 

& PIHAK 

KETIGA 

SUBBAGIAN 

KELEMBAGA-

AN & KINERJA 

BAGIAN 

ORGANISASI 

SUBBAGIAN 

ANALISA 

JABATAN & 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 

KETATALAKSA-

NAAN & PE-

NGEMB. PELA-

YANAN PUBLIK 

SUBBAGIAN 

PERATURAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN 

BAGIAN 

HUKUM 

SUBBAGIAN 

DOKUMENTASI 

HUKUM 

 

SUBBAGIAN 

BANTUAN 

HUKUM & HAM 

 

SUBBAGIAN 

PEREKONO-

MIAN 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEREKONO-

MIAN &SDA 

SUBBAGIAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

SUBBAGIAN 

PERTANIAN, 

KEHUTANAN, 

KELAUTAN & 

PERIKANAN 

 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA & 

PERLENGKAPAN 

BAGIAN 

UMUM 

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI 

KEUANGAN 

SETDA 

 

SUBBAGIAN 

RUMAH 

TANGGA 

SUBBAGIAN 

PEMBERITAAN 

BAGIAN 

HUMAS & 

PROTOKOL 

SUBBAGIAN 

PROTOKOL 

SUBBAGIAN 

DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN  II :  PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
    NOMOR :   24 TAHUN 2011 
   TANGGAL :   2 Mei 2011 

 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH 

SEKRETARIS 

DEWAN 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

BAGIAN 

UMUM 

SUBBAGIAN 

PROTOKOL 

SUBBAGIAN 

PERUNDANG-UNDANG-

AN & PERPUSTAKAAN 

SUBBAGIAN 

PERSIDANGAN & 

RAPAT 

BAGIAN  

PERUNDANG-UNDANG-

AN & PERSIDANGAN 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN & 

ANGGARAN 

SUBBAGIAN 

PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN 

BAGIAN 

 KEUANGAN 

SUBBAGIAN 

PENYUSUNAN RISA-

LAH & DOKUMENTASI  

SUBBAGIAN 

PERLENGKAPAN & 

RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN 

EVALUASI & 

PELAPORAN 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd, 

 

H A S A N I 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 24 TAHUN 2011 
 

TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA PASURUAN 

 
A. UMUM 

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang 
responsif terhadap perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat yang makin 
beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi 
kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, 
evaluasi kelembagaan pemerintah daerah tetap berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang 
didalamnya mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah, kedudukan, 
tugas dan fungsi perangkat daerah, besaran organisasi dan perumpunan 
perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. 

Susunan organisasi Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan 
kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan 
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap 
DPRD serta Staf Ahli Walikota perlu dilakukan perubahan guna efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah. 

Penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Pasuruan 
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, 
cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan 
banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan 
kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan 
pemerintahan yang ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. 

 
B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup jelas 
Pasal 2 : Cukup jelas 
Pasal 3 : Cukup jelas 
Pasal 4 : Cukup jelas 
Pasal 5 : Cukup jelas 
Pasal 6 : Cukup jelas 
Pasal 7 : Cukup jelas 
Pasal 8 : Cukup jelas 
Pasal 9 : Cukup jelas 

Pasal 10 : Cukup jelas 
Pasal 11 : Cukup jelas 
Pasal 12 : Cukup jelas 
Pasal 13 : Cukup jelas 
Pasal 14 : Cukup jelas 
Pasal 15 : Cukup jelas 
Pasal 16 : Cukup jelas 
Pasal 17 : Cukup jelas 
Pasal 18 : Cukup jelas 
Pasal 19 : Cukup jelas 
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